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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan tentang pertanggungjawaban
dokter atas kesalahan praktek (malpraktek) dan perlindungan hukum bagi pasien korban
malpraktek dalam kajian hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan
penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana dapat
dijerat dalam Pasal 90, Pasal 359, Pasal 360 ayat (1) dan (2) serta Pasal 361. Yang
dikenakan pasal ini salahsatunya adalah dokter, bidan, ahli-obat, yang sebagai orang ahli
dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam
melakukan pekerjaannya. Adapun dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang
Kesehatan tidak dicantumkan pengertian tentang Malpraktek, namun didalam Ketentuan
Pidana diatur pada Bab XX diatur didalam Pasal 190. Dalam hukum perdata Pada
hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum perdata sebagai
bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Bentuk perlindungan hukum
terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 yaitu
berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk menuntut pertanggungjawaban
dokter yang melakukan malpraktek kedokteran. Adapun bentuk perlindungan hukum
terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2009
tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk
melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin
Kedokteran Indonesia.
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PENDAHULUAN

Untuk mengatur kehidupan masyarakat diperlukan kaidah-kaidah yang mengikat
setiap anggota masyarakat agar tidak terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap
ketertiban umum agar masyarakat dapat hidup damai, tenteram dan aman. Demikian pula
bagi pasien, sebagai anggota masyarakat tentunya juga memerlukan kaidah-kaidah yang
dapat menjaganya dari perbuatan tenaga kesehatan yang melanggar aturan ketertiban
tenaga kesehatan itu sendiri. Disinilah hukum diperlukan untuk mengatur agar tenaga
kesehatan menaati peraturan yang telah ditentukan oleh profesinya. Tanpa sanksi yang
jelas terhadap pelanggaran yang dilakukannya, sebagai manusia biasa tentunya tenaga
kesehatan pun dapat bersikap ceroboh. Oleh karena itu, bila memang seorang tenaga
kesehatan terbukti melakukan malpraktek yang berakibat fatal terhadap pasien, tentunya
perlu dikaji pula apakah ada pidana yang dapat diberlakukan kepada profesi ini.

Tanggungjawab hukum dapat dibedakan dalam tanggungjawab hukum
administrasi, tanggungjawab hukum perdata dan tanggungjawab hukum pidana. Terhadap
pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut yang dilakukan oleh profesi dokter ini dapat
dilakukan tindakan atau dengan kata lain dilakukan penegakan hukum. Tanggungjawab
administrasi timbul apabila dokter atau tenaga kesehatan lain melakukan pelanggaran
terhadap hukum Administrasi Negara yang berlaku, misalnya menjalankan praktek dokter
tanpa lisensi atau izinnya,menjalankan praktek dengan izin yang sudah kadaluarsa dan
menjalankan praktek tanpa membuat catatan medik. Sedangkan tanggung jawab hukum
perdata timbul karena adanya hubungan hukum antara dokter dan pasien, hubungan
tersebut disebut perjanjian atau transaksi terapeutik. Bila terjadi sengketa maka yang
berselisin adalah antar perorangan atau bersifat pribadi, maka pasien atau keluarganya
dapat mengajukan gugatan terhadap dokter yang telah melakukan wanprestasi atau
perbuatan melawan hukum tersebut ke Pengadilan. Berbeda halnya dengan
pertanggungjawaban hukum pidana, dimana penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat
penegak hukum yang berwenang.

Patut dipahami bahwa pasien memiliki kedudukan sejajar dengan tenaga
kesehatan yang menjadikan pasien dapat selalu mempertanyakan tentang penyakit,
pemeriksaan, pengobatan, serta tindakan yang akan diambil berkenaan dengan
penyakitnya dan selayaknya ini merupakan hak yang patut dihormati oleh pemberi
pelayanan kesehatan. Hubungan hukum dokter atau dokter gigi dan pasien yang terjadi
karena undang-undang memberikan kewajiban kepada dokter atau dokter gigi untuk
memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Artinya untuk terjadinya hubungan
hukum ini tidak diperlukan prakarsa bahkan partisipasi pasien. Hubungan-hubungan
hukum seperti ini terjadi misalnya pada keadaan emergensi yang tidak memungkinkan
meminta persetujuan pasien untuk terjadi pelayanan kesehatan, padahal undang-undang
memerintahkan kepada dokter atau dokter gigi memberikan pertolongan.

Malpraktek dapat menimbulkan kesadaran hukum pasien yang merasa dirugikan
untuk melakukan penuntutan terhadap dokter yang melakukan kesalahan medis
(malpraktek) tersebut. Hal ini dapat berujung pada penuntutan secara pidana terhadap
dokter, dan imni hal biasa bahwa dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat biasa
lalai dan salah, sehingga terjadi pelanggaran kode etik sampai pada pelanggaran peraturan
kesehatan yang berlaku. Agar tidak menimbulkan kekosongan norma perlu adanya



peraturan baru di dalam KUHP yang secara khusus mengatur tentang
pertanggungjawaban pidana terhadap dokter yang melakukan malpraktek agar dapat
melindungi hak-hak pasien dari dokter yang melakukan tindakan malpraktek dan
nantinya pasien yang dirugikan oleh dokter dapat menuntut secara pertanggungjawaban
pidana terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktek.

PEMBAHASAN

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa
perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk
memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh
LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pertanggungjawaban seorang dokter yang telah melakukan malpraktek dalam hal
ini dapat dilihat dalam Pasal 1367 BW yang membawa akibat bahwa yang bersalah (yaitu
yang menimbulkan kerugian pada pihak lain) harus membayar ganti rugi
(schadevergoeding). Pada Pasal 1370 BW dijelaskan karena dengan sengaja atau kurang
hatihatinya seseorang mengakibatkan kematian yang lazimnya seseorang itu mendapat
nafkah dari korban dan korban dapat menuntut ganti rugi karena kematian tersebut. Pasal
1371 BW yang menyatakan apabila menyebabkan luka atau cacatnya anggota badan
karena sengaja dan kurang hati-hati memberikan hak kepada korban untuk menuntut ganti
rugi selain biaya-biaya penyembuhan yang dikarenakan kelalaian tersebut. Pasien dapat
menuntut ganti rugi dengan unsure pasal 1370 BW dan 1371 BW sesuai dengan inti dari
isi kedua pasal tersebut. Terkait hal ini, para pasien bias mengajukan segala ganti rugi
yang diakibatkan oleh dokter karena kesalahan atau kelalaiannya, dimana penggantian
kerugian tersebut dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan
menurut keadaan.

Apabila diresapi lebih dalam lagi tentang Undang-undang tersebut, seharusnya
ditekankan lebih lanjut tentang pertanggungjawaban dokter apabila telah terjadi
malpraktek karena kelalaian yang ditimbulkan oleh dokter terkait dengan pelayanan
medis yang diberikan.

Seseorang yang mengalami ganguan kesehatan pasti mendatangi seorang dokter
untuk mendapatkan penyembuhan penyakit yang dideritanya. Kemudian muncul
hubungan hukum antara dokter dan pasien, yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam
melaksanakan kewajiban bagi dokter itulah dapat menimbulkan penderitaan bagi pasien,
akibat kelalaian atau kekurang hatian-hatian dokter dalam menjalankan profesinya.
Dikenal dengan istilah malpraktek (malpractice) medis dan dapat membebani tanggung
jawab hukum terhadap akibat buruk bagi pasien. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak diatur dengan jelas mengenai pasien atau
korban malpraktek, tetapi pasien atau korban malpraktek dalam hal ini juga merupakan
seorang konsumen.

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap korban malpraktek yang diatur
dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu berupa
pengaturan pertanggungjawaban dokter untuk memberikan ganti rugi kepada korban
malpraktek selaku konsumen, sebagai akibat adanya kesalahan atau kelalaian dalam



pelayanan kesehatannya atau malpraktek yang di lakukan oleh dokter selaku pelaku usaha
serta pengaturan pemberlakuan ketentuan hukum pidana yang disertai dengan pidana
tambahan.

Pemberian hak untuk menuntut ganti rugi kepada korban malpraktek merupakan
suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang (korban malpraktek) atas
suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian
tenaga kesehatan (dalam hal ini adalah dokter). Perlindungan ini sangat penting karena
akibat kelalaian atau kesalahan dari dokter tersebut mungkin dapat menyebabkan rasa
sakit, luka, cacat, kematian, atau kerusakan pada tubuh dan jiwa. Bentuk perlindungan
hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-Undang 36
Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek
untuk menuntut pertanggungjawaban dokter yang melakukan malpraktek kedokteran,
memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul karena kesalahan maupun kelalaian
dokter, baik melalui gugatan ganti rugi secara perdata maupun penggabungan penuntutan
hukum pidana dan gugatan ganti rugi dalam proses hukum pidana ke pengadilan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa bentuk
perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-
Undang No. 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran, yaitu berupa pemberian hak
kepada korban malpraktek untuk melakukan upaya hukum pengaduan kepada Ketua
Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, yang dapat juga secara bersamaan
melakukan upaya hukum secara hukum pidana maupun hukum perdata ke pengadilan
serta pemberian wewenang kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia
(MKDKI) untuk mengeluarkan keputusan menjatuhkan sanksi disiplin kepada dokter
yang terbukti bersalah.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum merupakan pengayoman atas hak asasi seseorang yang
dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar
mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan olen hukum. Dalam hukum
perdata Pada hakikatnya ada 2 (dua) bentuk pertanggungjawaban dokter dalam hukum
perdata sebagai bentuk perlindungan terhadap pasien jika terjadi malpraktek. Bentuk
perlindungan hukum terhadap korban malpraktek kedokteran yang diatur dalam Undang-
Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di antaranya berupa pemberian hak kepada
korban untuk melakukan npenuntutan hukum pidana dalam proses hukum pidana ke
pengadilan. Bentuk perlindungan hukum juga diatur dalam Undang-Undang No. 29
Tahun 2009, yaitu berupa pemberian hak kepada korban malpraktek untuk melakukan
upaya hukum pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia.
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